ABSTRAK PERATURAN
PERJALANAN DINAS - PRESIDEN - KOMPONEN
2020
PERMENKEU RI NOMOR 66/PMK.05/2020 TANGGAL 12 JUNI 2020 (BN TAHUN 2020 NO.614)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK [INDONESIA TENTANG BESARAN KOMPONEN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban
Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); PP No. 60 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 269, TLN No. 6293); Perpres Rl No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019
(BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan
Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, yang terdiri atas perjalanan dinas dalam
negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

Diatur pula ketentuan mengenai prinsip dan dasar pelaksanaan perjalanan dinas, biaya
pelaksanaan perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas,
prosedur pembayaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas, dan pengendalian internal.

CATATAN : - Ketentuan mengenai prosedur administrasi Perjalanan Dinas dan hak penginapan mengikuti
ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara mengenai tata cara penetapan dan pelaksanaan
perjalanan dinas bagi rombongan yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau
Wakil Presiden Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Juni 2020.

- Lampiran halaman 19 - 42.



